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KATA 
PENGANTAR
Salah satu syarat atau instrumen untuk 
mewujudkan peradilan yang bersih 
adalah adanya transparansi.  Sebuah 
ilustrasi yang tepat mengenai hal 
tersebut disampaikan oleh mantan 
Hakim Agung Amerika Serikat, Justice 
Louise D Brandeis, “sunlight is said to 
be the best of disinfectants”.  Adagium 
tersebut bermakna bahwa sinar 
matahari (baca: keterbukaan) menjadi 
penangkal terbaik bagi virus perilaku 
koruptif aparatur peradilan (judicial 
corruption).

Mahkamah Agung memandang 
transparansi sebagai aspek penting 
bagi jalannya peradilan, sehingga 
sejak tahun 2007 telah diproklamirkan 
kebijakan keterbukaan informasi di 
pengadilan melalui Surat Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Nomor 
144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 
Agustus 2007. Sebagai tindak lanjut dan 
mendukung keterbukaan informasi, 
Mahkamah Agung telah meluncurkan 
sistem Direktori Putusan pada tanggal 
3 September 2007 pada acara Rapat 
Kerja Nasional Mahkamah Agung 
dengan jajaran pengadilan se-Indonesia 
di Makassar. 

Periode 2007-2010,	  Direktori 
Putusan hanya memuat putusan-
putusan Mahkamah Agung. Sedangkan 
putusan-putusan badan peradilan di 
bawah Mahkamah Agung pada periode 
tersebut dipublikasikan di masing-
masing website pengadilan. Kemudian 
tahun 2011, Mahkamah Agung 
melakukan pengembangan  sistem 
Direktori Putusan dengan memberikan 
akses kepada seluruh jajaran pengadilan 
se-Indonesia  dan mewajibkan 
mengunggah putusan-putusannya ke  
Direktori Putusan Mahkamah Agung. 
Direktori Putusan akhirnya menjelma 
menjadi Pusat Data Putusan Nasional 
dan sampai akhir tahun 2019, Direktori 
Putusan telah mempublikasikan lebih 
dari 4 juta putusan dan terus mengalami 
peningkatan jumlah dalam setiap 
detiknya.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung 
didukung oleh program USAID-
CEGAH telah merevitalisasi 
Direktori Putusan baik dari sisi 
konten maupun teknologinya. Mulai 
tahun 2019 konten Direktori Putusan 
tidak hanya berisi putusan, namun 
juga dilengkapi  informasi lain yang 
dibutuhkan hakim dalam mengadili 

perkara, yaitu:  rumusan hukum pleno 
kamar, rumusan hukum rakernas, 
restatement, yurisprudensi dan data 
peraturan perundang-undangan. 
Dari aspek teknologi, salah satu fitur 
yang dikembangkan adalah sistem 
pencarian yang lebih memudahkan 
pengguna menemukan informasi yang 
dicari. Kami berharap revitalisasi ini 
dapat menjadikan Direktori Putusan 
sebagai rujukan utama dan menjadi 
sumber hukum bagi para hakim 
dalam menyusun putusan-putusannya 
sehingga mendorong terwujudnya 
kesatuan hukum dan  konsistensi 
putusan para hakim.

Tampilnya Direktori Putusan dalam 
wajah baru mendorong kami untuk 
membuat buku panduan untuk 
mengaksesnya. Semoga kehadiran buku 
ini dapat memudahkan Bapak/Ibu 
dalam mencari informasi hukum yang 
dibutuhkan dan ada pada Direktori 
Putusan Mahkamah Agung.

Kami mengucapkan terima kasih 
kepada USAID CEGAH, Tim Pusat 
Data dan Informasi Kepaniteraan, Tim 
Pengembangan Sistem Informasi MA, 
Tim Pemeliharaan Sistem Informasi MA 
serta semua pihak yang berkontribusi 
dalam keseluruhan program revitalisasi 
Direktori Putusan.  

Jakarta,     Februari 2020

Panitera Mahkamah Agung 

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum 
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Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang 
terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. 
Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, keterbukaan informasi, 
yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu 
hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan 
itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 

Pengembangan ‘Direktori Putusan’ elektronik ini adalah salah satu pelaksanaan 
Keputusan Ketua MA tersebut, dengan tujuan memastikan adanya informasi 
yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah. Keputusan KMA tersebut 
antara lain mengatur jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan 
secara proaktif serta mekanisme pengumumannya. Informasi yang dimaksud 
adalah yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan 
masyarakat, termasuk putusan dan penetapan pengadilan.

Mekanisme pengumuman informasi putusan dan penetapan pengadilan 
disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan. 
Karena MA telah memiliki situs (website), maka informasi putusan dan penetapan 
dimuat di situs MA melalui ‘Direktori Putusan’ ini.

01. 
PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang

Direktori Putusan ini merupakan pengembangan lanjutan dari versi sebelumnya 
dan merupakan hasil kerjasama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia 
dengan Kemitraan Australia Indonesia dalam rangka keterbukaan informasi.

1.2.  Deskripsi Umum Direktori Putusan

Gambar 17. Membuka Putusan berdasarkan Klasifikasi 19

Gambar 18. Membuka Putusan berdasarkan Kata kunci (Pencarian) 20

Gambar 19. Membuka Putusan berdasarkan Tahun Upload 2020 20

Gambar 20. Detil Putusan 21

Gambar 21. Cara akses Rumusan Kamar 22

Gambar 22. Memilih Klasifikasi Rumusan Kamar 22

Gambar 23. Detil Rumusan Kamar 23

Gambar 24. Cara akses Kaidah Hukum 23

Gambar 25. Memilih daftar Kaidah Hukum 24

Gambar 26. Detil Kaidah Hukum 24

Gambar 27. Cara akses halaman Yurisprudensi 25

Gambar 28. Memilih daftar klasifikasi Yurisprudensi 25

Gambar 29. Detil Yurisprudensi 26

Gambar 30. Cara akses halaman Restatement 27

Gambar 31. Daftar klasifikasi Resatatement 27

Gambar 32. Detil Restatement 28

Gambar 33. Cara akses halaman Peraturan 29

Gambar 34. Jenis Peraturan 29

Gambar 35. Detil Peraturan 30
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Berikut adalah tampilan utama website Direktori Putusan yang akan dilihat 
pertama kali oleh pengunjung saat mengakses website ini.  Alamat website yaitu: 
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

Bagian atas menampilkan daftar Fitur Direktori Putusan dan papan pencarian 
putusan.

Bagian tengah menampilkan stastistik data Putusan 

02. 
MENU DAN CARA 
PENGGUNAAN
2.1.  Halaman Utama Website (Beranda)

Bagian tengah lainnya menampilkan konten Direktori Putusan 

Gambar  1. Halaman awal Direktori Putusan - Bagian Atas

Gambar  2. Halaman awal Direktori Putusan - Bagian tengah
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Bagian bawah menampilkan footer

Pada bagian atas halaman menampilkan Fitur Direktori Putusan 

Gambar  3. Halaman awal Direktori Putusan – Bagian bawah

Pengunjung dapat mengakses masing-masing fitur yang tersedia. Fitur Direktori 
Putusan antara lain:
1.  Beranda
2.  Pencarian
3.  Direktori 

a.  Klasifikasi
b.  Tahun Putus, Upload, Register
c.  Putusan
d.  Rumusan Kamar

2.2.  Fitur Direktori Putusan 

e.  Yurisprudensi
f.  Kaidah
g.  Restatement

4.  Pengadilan
5.	 Peraturan
6.	 Tentang

Gambar  5. Papan pencarian

Gambar  4. Fitur Direktori Putusan

Penelusuran informasi putusan dengan metode pencarian (searching) akan mencari 
kata yang dipilih di katalog maupun dokumen putusan. Untuk mencari data putusan 
yang dibutuhkan, pengguna dapat melakukan pencarian dengan mengakses Fitur 
pencarian/menggunakan papan pencarian yang tersedia di halaman awal Direktori 
Putusan.

Setelah anda memasukkan kata kunci dan menekan tombol cari, maka mesin 
pencari Direktori Putusan akan mencari kata-kata tersebut di katalog maupun 
dokumen putusan yang ada.

a.  Melalui papan pencarian yang tersedia di halaman awal  

b.  Melalui Fitur pencarian

2.3.  Fitur Pencarian 
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Jika Anda memasukkan lebih dari satu kata, maka mesin pencari akan mencari 
dan menampilkan katalog/dokumen yang memiliki semua kata-kata tersebut.

Sebagai contoh pengguna melakukan pencarian putusan dengan nomor 624K/
Pdt.Sus-PHI/2019 maka hasil pencariannya seperti gambar di bawah;

Gambar  6. Hasil Pencarian Putusan

Gambar  7. Hasil Pencarian Putusan

Hasil pencarian menampilkan daftar terkait kata yang dicari. 
Sistem akan menampilkan pilihan sumber data yang Anda butuhkan, daftar sumber 
data tersebut antara lain:

1.	 Putusan
2.	 Peraturan
3.	 Rumusan Kamar
4.	 Restatement
5.	 Yurisprudensi
6.	 Putusan Pilihan 
7.	 Kaidah Hukum

Ketika memilih salah satu check box dari sumber data, sistem hanya akan 
menampilkan informasi tersebut, sebagai contoh Anda memilih sumber data dari 
Putusan.

Gambar  8. Hasil Pencarian Putusan
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Gambar  9. Hasil Pencarian

Gambar  11. Hasil Pencarian berdasarkan Amar, Tingkat Proses

Gambar  12. Hasil Pencarian berdasarkan Tahun

Gambar  10. Memilih Sumber Data

maka sistem akan mengarahkan ke halaman yang hanya mengandung data 
Putusan, seperti gambar di bawah:

Pada gambar di atas sistem menampilkan hasil pencarian dari sumber data putusan 
dengan kata kunci 624K/Pdt.Sus-PHI/2019. Terdapat 751.628 Putusan, 9 Putusan 
Pilihan dan 258 Kaidah Hukum. Anda dapat mengerucutkan kembali pencarian 
kata tersebut berdasarkan informasi lain berdasarkan Amar, Tingkat Proses, 
Tahun, Klasifikasi, atau Pengadilan. Semua informasi tersebut dapat dipilih 
sesuai kebutuhan. 
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Hasil pencarian menggunakan pola tanda petik lebih cepat dan tepat. 

Gambar  14. Hasil Pencarian Putusan dengan pola tanda petik

Gambar  13. Hasil Pencarian berdasarkan Klasifikasi & Pengadilan

Dengan pencarian seperti di atas sulit untuk mendapatkan Putusan yang dibutuhkan. 
Maka berdasarkan masalah tersebut, pencarian saat ini dapat menggunakan pola. 
Cara menggunakan pola sebagai berikut:

1)	 Pola Tanda petik “ ” : Melakukan Pencarian dengan menggunakan tanda 
petik di awal dan akhir kalimat. Mesin akan menampilkan Putusan yang dicari 
sesuai dengan kalimat yang terdapat di tanda petik tersebut. 

Misal melakukan pencarian nomor putusan “624K/Pdt.Sus-PHI/2019” 
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Hasil pencarian menggunakan pola AND/OR akan menampilkan data-data terkait 
berdasarkan kata yang dicari. 

Jika hasil masih tidak sesuai kebutuhan, Anda dapat memilih filter yang tersedia 
dibagian kirim hasil pencarian. Filter yang tersedia merupakan konten yang terkait 
dengan kata pencarian. 

Gambar  15. Hasil Pencarian Putusan dengan pola AND/OR

2)	 AND / OR : Melakukan pencarian dengan kalimat dan tambahan And / OR 
	
	 Misal melakukan pencarian nomor putusan 624K/Pdt.Sus-PHI/2019 AND 

PT CANANG INDAH VS TRIADI
Untuk melihat data putusan, Anda dapat mencari berdasarkan Pengadilan, Klasifikasi, 
Kata kunci (Pencarian), Tahun (Putus, Upload, Register) seperti gambar di bawah:

2.4.  Halaman Putusan

a.	 Berdasarkan Pengadilan

b.	Berdasarkan Klasifikasi

Gambar  16. Membuka Putusan berdasarkan Pengadilan

Gambar  17. Membuka Putusan berdasarkan Klasifikasi
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c.	 Berdasarkan kata kunci (pencarian)

d.	Berdasarkan Tahun

Gambar  18. Membuka Putusan berdasarkan Kata kunci (Pencarian)

Gambar  19. Membuka Putusan berdasarkan Tahun Upload 2020

Untuk melihat detil Putusan, klik Nomor Putusan maka akan diarahkan ke halaman 
detil Putusan. 

Gambar  20. Detil Putusan
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Gambar  21. Cara akses Rumusan Kamar

Gambar  22. Memilih Klasifikasi Rumusan Kamar

Rumusan Kamar merupakan Fitur yang memuat isi hasil rapat pleno kamar. Rumusan 
kamar dijadikan acuan Putusan atau Putusan dapat mengacu pada Rumusan Kamar 
tersebut. 

Langkah mengakses halaman Rumusan Kamar:

Rumusan kamar memiliki Klasifikasi, Anda dapat membuka Rumusan Kamar 
berdasarkan klasifikasi yang dibutuhkan.

2.5.  Halaman Rumusan Kamar

a.	 Pada Fitur Direktori pilih Rumusan Kamar

b.	Pilih daftar Rumusan Kamar

c.	 Klik nomor Rumusan Kamar yang akan dilihat detilnya

a.	 Pada Fitur Direktori pilih Kaidah Hukum

Gambar  23. Detil Rumusan Kamar

Gambar  24. Cara akses Kaidah Hukum

Pada Fitur Kaidah Hukum menyajikan ringkasan Kaidah Hukum yang akan dijadikan 
pedoman Para Majelis Hukum untuk memutuskan suatu perkara.

Langkah mengakses halaman Kaidah Hukum:

2.6.  Halaman Kaidah Hukum
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b.	Pilih daftar Kaidah Hukum

c.	 Klik nomor Putusan yang akan dilihat Kaidah Hukumnya

Gambar  25. Memilih daftar Kaidah Hukum

Gambar  26. Detil Kaidah Hukum

Pada Fitur Yurisprudensi memuat putusan Majelis Hakim di Mahkamah Agung yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan 
dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, 
Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi.

2.7.  Halaman Yurisprudensi

a.	 Pada Fitur Direktori pilih Yurisprudensi

Gambar  27. Cara akses halaman Yurisprudensi

Langkah mengakses halaman Yurisprudensi:

Gambar  28. Memilih daftar klasifikasi Yurisprudensi

Yurisprudensi memiliki Klasifikasi, Anda dapat membuka Yurisprudensi 
berdasarkan klasifikasi yang dibutuhkan.

b.	Pilih daftar Yuridprudensi 
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c.	 Membuka detil Yurisprudensi

Gambar  29. Detil Yurisprudensi

a.	 Pada Fitur Direktori pilih Restatement

Gambar  30. Cara akses halaman Restatement

Pada Fitur Restatement menyajikan ringkasan dokumen yang telah dikaji oleh Para 
Peneliti.

Langkah mengakses halaman Restatement:

2.8.  Halaman Restatement

Gambar  31. Daftar klasifikasi Restatement

Resatement memiliki klasifikasi, Anda dapat memilih Resatatement berdasarkan 
klasifikasinya. 

b.	Pilih daftar Restatement
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c.	 Melihat detil Restatement

Gambar  32. Detil Restatement

Pada Fitur Peraturan menyajikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
Pada fitur ini akan dikembangkan sejarah dari Peraturan. Fitur relasi antar peraturan 
perundang-undangan dengan tujuan untuk menunjukkan peraturan terkait dari yang 
lama ke yang terbaru dan dapat membantu untuk mengetahui apakah peraturan yang 
direferensikan adalah peraturan terbaru atau dicabut atau diubah oleh peraturan lain. 
Fitur relasi masih dalam pengembangan.

Langkah mengakses halaman Peraturan:

Memilih jenis Peraturan, Anda dapat memilih Peraturan berdasarkan jenisnya. Jenis 
peraturan antara lain:

1.	 SEMA
2.	 PERMA
3.	 Undang-Undang
4.	 Qanun
5.	 Peraturan Pemerintah
6.	 Peraturan Lain-lain

2.9.  Halaman Peraturan

a.	 Pada deretan Menu pilih Peraturan

b.	Pilih daftar Peraturan

Gambar  33. Cara akses halaman Peraturan

Gambar  34. Jenis Peraturan
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c.	 Melihat detil Peraturan

Gambar  35. Detil Peraturan
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